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NOMOR 16 TAHUN 2003
. TENTANG
PAJAK REKLAME
NDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA
WALINOTA PADANGSTDINPUAN

Dalva dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Dacrah dan Duoseatralisasy.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintaban dan
Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Dacrah (PADY Kota
Padangsidimpuan ; :

bahwa Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Agli Daervah (PAD)
Kota Padangsidimpuan

bahwa penyeclenggaraan Reklame terhadap suatu usaba dapat dijadikan
sebagai salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan dari sektor Pajak.
vang (ermasuk didalam Kewenangan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk
mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Dacrah tentang Pajak,
unfuk dapat menjadi salah saru sumber PATD Kota Padangsidimpuan :

balinwa bendasarkan pertimbangan a. b dan ¢, perlu diatur dan ditetapkan
sttt Paatusan Dacrah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak Reklame :

Undang-Undang ™Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
fiukuwm Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penvelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara RT tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684) .

Undang-tindang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak (Lembaran
Negara R1 tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
36806) : y
Undang-1 'ndang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 25 (ahun 1999 (entang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl tahun 1999
Nomor 72. ‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ’ ’
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
(1.embaran Negara R1 tahun 1997 Nomor 41, Tambahan T.embaran Negara
Nomor R685) ;

Undang-Undang  Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Padangsidimpuan (Lembaran Negara R1 tahun 2001 Nomor 84, Tambahan
I.embaran Negara RI Nomor 4111) ¢

Poraturan Pemerintah Nomor 235 tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Pusat
dan Kewcenanpan Propinsi scbagai Dacrah Otonom (Lembaran Negara RI
ahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) :
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah:
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor b tahun 1997 tentang Penvidik
Proenanvvn Slopen Sl
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T beeputusain Presiden Nomor 44 tahun 1999 (entang Tehnilh Penyvusunan

Peraturan Perundang-undangan . dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Pcraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
(Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman
Taia Cara Pemungutan Pajak Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Megeri dan Otonomi Dacerah Nomor 21 tahun

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk

Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun

2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dacral ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

CRWARITEAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDINPUAN

MEMUTUSKAN @

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDINMPUAN TENTANG
PAJAK REKTL.AME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ¢

a.

b.

(8]

S

h.

Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Daerah Otonom
yang, lain schagai Badan Eksckutif Daerah Kota Padangsidimpuan.

Kepala Dacrah adalah Walikota Padangsidimpuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya discbut DPRD adalah
Badan I.cgislatif Dacrah Kota Padangsidimpuan.

Dinas  Pendapatan Dacrah  adalah Dinas Pendapatan Dacralh Kota
adangesidimpuan,

Uejabat adalah Pegawar Negeri Sipil  dilingkungan  Pemerintah Kota
Padangsidimpuan vang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai
dengan Paraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pajak Reklame yang sclanjulnya disebut Pajak adalah Pajak Reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media vang menurut benfuk dan
coralk  rapamnya  untuk  tujuan Koneersial, diperagunakan  untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau
orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, dibaca,
Jan‘tau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan olch
I'cmcimtah

Penyeicnggaraan Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan
nsaha Relklame baik untuk dan atas nama pihak lain.
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Nilai suategis lokasi Reklame adalah nilai vang ditetapkan pada titik lokasi
pemasangan Reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan
pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha dan
selanjuinya  Peletakan  objek Reklame apabila  ditempatkan  ditanah
Pemerintah di kenakan biava beban tambahan sebesar 30 %o (lima puluh
persen) dari jumliab Pajak.

Surat- pemberitahuan Objek Pajak Reklame yang disingkat dengan SPOPR
adalah surat vang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek
Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembavaran Pajak vang terutang
menurut Peraturan Perundang-vndangan Perpajakan Daerah.

Surat ketetapan Pajak Daerah yang disingkat dengan SKPID adalah Sorat
Keputusan vang menentukan besarnya jumlah Pajak vang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat dengan SSPD adalah Surat vang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembavaran atau Penvetoran
Pajak vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain vang ditetaphan oleh
Kepala Dacrah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan vang disingkat
dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan' vang menentukan tambahan atas

jumlah pajak yvang telah ditetapkan..

Surat Keterapan Pajak Dacrah Lebih Bavar vang disingkat dengan SKPDIR
adalalt: Sucat Keputusan yang menentukan jumlah kelebibian Pembay aran
Pagak karena Jumlahy Kredit Pajak Iebih besar dart Pajalk vang wrutang atau
seharusnva tidak terutang,

Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang disingkat dengan SKPIDN adalah
Surat Keputusan™ yang menentukan jumlah Pajak yang ferulang sama
besamya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
ajok.

Sural Tagthan Pajak Dacrah yang disingkat dengan STPD adatah surat untuk
melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Badan adalab suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perscroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persckutuan Perkumipulan,
Firma, Konpsio Koperasi, Yayasan atau organisass yang scjents, Lembaga,
Pana Pensiun Bentuk Uisaha fetap serta bentuk Badan usaha fainnyva.

Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas
Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan vang diajukan ofch Wajib
Pajak. '

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari. mengumpuikan dan
mengolah data dan atau Keterangan  lainnya  dalam rangka Pengawasan
Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan |
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Sural Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap

Sural Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar |

Sural, Ketetapan Pajak Daerab Daerah Kurang -Bayar Tambahan, Surat

Ketetapan Pajak Dacraly Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,

atau lechadap pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga vang diajukan

oleh Wajib Pajak.

Pemerihsaan adalah scrangkatan Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan

dan mengolab data dan ataw keterangan faimnya dalam rangka Pengawasan

Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dacrah berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Penvidikan tndak Uidana dibidang Perpajakan Dacralh adalah scrangkatan

tindakan  vang dilakukan oleh  Penyidik  Pegawai  Ncegeri Sipil  yang

selanjuinya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah
vang (erjadi serta menemukan tersangkanya.



BABII
NAMA, ORJEK DAN SUBJEK PAJAK.

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Rehlame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

(1)
()

Pasal 3

Objek Pajak adalah Penyelenggaraan Reklame. )
Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi :
a. Reklame Papan / Billboard / Megatran. ’

b. Reklame Kain (Spanduk umbul-umbul).

¢. Reklame melekat (Stiker).

d. Rekiame Sclebaran.

e.  Reklame begjalan, termasuk pada kenderaan.
f.  Reklame Suara.

¢ Reklame Filin / Slide.

h. Reklame Peragaan.

1. Reklame Bersinar.

J. RekKlame Uidara.,

Pasal 4

Dikccualikan  dari objek  Pajak  adalalhh Penyclenggaraan Reklame  olch
Pemerintah.

(1)
2

1)
(2)

(4
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Pasal 5

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan vang menyvelenggarakan atau
melakukan Reklame.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan vang mcenyelenggarakan
Reklame.

BABIII
PDASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

Nifai  Sewa  Reklame  scbagaimana  dimaksud  pada  avat (1) dihitung
berdasarhan biava pemasangan Reklame, nitai strateeis lokast dan jenis
Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pribadi atau Badan yang
maemantaathan Reklame antuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame
dibitung bedasarkan biaya pemasangan Reklame, pemelibaraan Reklame.
lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa
Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak
atau masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan  biaya
pemasangan Reklame, pemeliharaan Reklame, lama pemasangan. nilai
stratepis lokast dan jenis Reklame.

Hasil perhitungan nilai sewa Reklame scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan () dinvatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan

Foepala Dracrah



Pasal 7
Tarif pajak di tetapkan gebasar 25 % (dua puluh lima persen).
Pasal 8
Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dengan pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.
BABIV
WITAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BABY
NEASA WA DAN SAAT PAJAK TERUTANG
e Pasal 10

Masa Pajak adalah Jangka waktu vang lamanya sama dengan jangka waktu
penyelenggaraan Reklame.

Pasal 11
Saat Pajak Terutang adalah pada saat penyclenggaraan Reklame atas Pencerbitan
SKPD.
BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

IPasal 12

A%

(1) Sctap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPR.

(2) SPOPR scbagaimana dimaksud pada ayat (1) barus diisi dengan jelas, benar *
dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) Dentuk. isi serta taia cara pengisian dan penyvampaian SPOPR ditetaphan olch
INepala Dacerahb

BAB VII
PENETAPAN PAJAK
IPasal 13
(1) Berdasarkan SPOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala
Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(M) Bentuk, ist dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditctaphan oleh Kepala Dacrah,
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Pasal 14

(1) DPalam jangka waktu S (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Kcpala
Dacrah dapat menerbitkan SKPDKB'T apabila ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yvang menvebabkan penambahan jumloh
Pmak vang terutang, .

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT scbagaimana
dimaksud pada avar (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikon
sebesar 100 %o (seratus persen)dari jumlah kekurangan Pajak terscbut.

(3) Kenaikan scbagaimana dimaksud pada avat (2) tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak mclaporkan sendiri schelum dilakokan tindakan Peneriksaan.

Pasal 135

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
b Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

() Jumiah kekurangan Pajak vang terutang dalam STPI sebagaimana dimaksud
pada avat (1) hurat o ditambah dengan sankst administrasi berupa bunga
scbesar 29 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
scjak saat icrutangnya Pajak.

(3V Pajak vang terutang menurut SKPD dan SKPDKBT vang tidak atau kurang
dibavar sctelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga 296 (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak
Pacrah.

(43 Buimul, isi serta tata cara pengisian dan penvampaian STPD ditctapkan oleh
Kepala Dacrah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
vang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan dalam SKPD, SKPDKDBT dan atau STPD.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengeunakan SSPD. ‘

(3) Bentuk, jenis. isi, ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh
tempo pembayaran Pajak Terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pajak vang (crutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
diterbitkan SKPD. SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak
vang harus dibayvar bertambah.

(3) Kepala Dacrah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyvaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur afau menunda Pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga
schesar 2% (dua persen).

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, lempat pembayaran angsuran dan
penundaan pembavaran Pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.



BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan. Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibavar cleh Wajib Pajak pada waktunyva dapat ditagih dengan
Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-

undangan vang berlaku.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
PPasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah
atau Pejabat yang dihunjuk atas suatu : :
a. SKPD.

b. SKPDKBT.
¢. SKPDLB.

(2) Kcberatan  diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
alasan-alasan vang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Kkeberatan atas Kctetapan Pajak
sccara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran
Ketetapan Pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sgjak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan
schagaimana  dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya. ) .

(5) Keberatan vang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(0) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan
pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. |

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
avat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak Ginggal surat keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas
Keberatan yvang diajukan. A

(?) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
selvuhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnyva Pajak yang
lerutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padn ayvat (1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan. keberatan vang
diajukan terscbut dianggap dikabulkan.



Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai
keberatan vang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sccara tertulis
dalam Bahasa Indonesia dengan alasan vang jelas dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat
Keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membavar
Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 22

Apabiia  pengajuan  keberatan atau  banding  dikabulkan sebagian  atau
seluruimva, Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
ibaian bunga sebesar 2% (dua persen) sehulan untuk paling Tama 24 (dua

puinh emipat) bulan.

BRABNXI

e TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSIADMINISTRASI

{?asal 23

(1) Kepala Dacrahi karena jabatan atau awas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD vang
dalam penerbitannya terdapat kesalaban tulis, kesalahan hitung atau
kekelinlan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Dacrah.

(2) Kepala Dacrah dapat :

a. Menguranghan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan  kenatkan Pajak vang (erhutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut
y dikenakan Karena kehilapan Wajib Pajak bukan karena kesalahannya.
b, Menguranghan atau membatalkan ketetapan vang tidak benar.
(2) Tata cara  peagurangan alau  penghapusan  sanksit  administrasi  dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud
aval (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BABXIIT
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK
Pasal 24

(1) Mas  kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak  dapet mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Dacrah.

() keepala Dacrah atan Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan scjak diterimanya  permohonan  pengembalian kelebihan
Pembavaran  Pajak sebagaimana  dimaksud “pada  avat (1) harus

membendoan Keputasan
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GG oAb Jangha wakin sebagammana divihsud pada avat (2) telah
difampaut dan Kepala Daerah atau Fejabat tidak memberikan keputusan,
permiononan  pengembalian  kelebihan  pembavaran  Pajak  dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1
{satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnva. Kelebihan
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan se¢jak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayvaran Pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannva SKPDLIB. Kepala Daerah
atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen )
sebulan atau keterlambatan pembayvaran kelebihan Pajak.

Pasal 25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembavaran Pajak diajukan secara
fevtoies femada Kepada Daerah sekurang-Kurangeva dengan menyebuthan:

a. Alasa Pajok.
b, Recamyva kelebihan pembayaran Pajak
¢ Alasan vang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan
secara langsung atau melalui Pos tercatat.

(3) Bukti pencrimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan Pos tercatat
merupakan bukli saat pertnohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 206

(1) Pengembalian Kelebihan Pajak  dilakukan dengan mencerbithan Surat
Perintah membayvar kelebihan Pajak.

{2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan hutang Pajak

lainnya, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayvat (4). Pembayaran

dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti

poemba i,

BAB NI
NAATLUARSSA PENAGTITAN
Pasal 27

Chy tal wok melakukan penagihan Pajak Kadaluarsa, sctelah melampaut
tineba o waitu S o (lima) tahun terhitung sejak saal ferutangnva Pajak
hewtali Wajib Pajak mclakukan  tindak pidana dibidang  Perpajakan
Pacral.

O adaivarsa penaeihan Pajale scbhagaimana dimaksud pada avat (1)

fertaneeuh apoebiala -

a. Diterbithan Surat Teguran,

b Ade pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun

tdak Langsung.



,

BABXIV
PEMERIKSAAN
Pasal 28

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenubhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka
melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen
lain yang berhubungan dengan Objek Pajak vang terutang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan vang
dianagap perlu dan meberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

¢.  Memberikan keterangan vang diperfukan.

(3) Tala cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BADBNY
WNETENTUAN PIDANA
Pasal 29

Woajih el vonge tdak menyampathan SPOPR atan mengist dengan hidak
benar atan hdak lengkap atau melampirkan Reterangan vang tidak benar
schingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (¢nam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah
Pajak vang terutang.

Pasal 30

Findal Uidana scbhagaimana dimaksud pada pasal 29 tdak dituntut sctelah
melampam pangha wakin 10 (sepulub) tahun sejak saal terutangnyva Pajak
atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 31

(1) Pojalatl Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingKungan Pamcrintaiy Dacrah
diberi wewenang, Khusus sebagai penvidik untuk melakukan penyvidikan
tinclak Pidana dibidang Perpajakan Dacrah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

4. Nlenerima. mencari. mengumpulkan dan menelitt keferangan atau
Japocan berhenaan dengaa tindik Pidana di bidang Perpajakan Dacrah
agai keterangan alau laporan tersebut menjadi lengRap dan jelas.

b Nencliti,. mencari dan meneumpulkan keferangan mengenai orvang
pribadioatan Radan fenfang kebenaran perbuatan yvang  dilakukan
wonubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Dacrab.

. Adenmta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
~Chuhanyan dengan tndak pidana dibidang, Perpajalian Dacrah.

. Niemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokuimen-dokumen lain
berkenaan dengan bndak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
Moiakablon ;:vm-;-vlnl.\h.m untull mendapatkan bahan bukt
peoebnban peocatatan dan dolumen dobomen L, secta melabukan:

pevcran torhadap babuard bukte rersebun
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Neminta bantuan tenaga ahli dafam rangka  pelaksanaan fugas

penvidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.

o, Nlenvurah berhendi atau melarang sescorang meninggalhan ruangan
alan fempal pada saal pemcriksaan scedang borlangsuny dan
memeriksa identitas orang  dan atau dokumen  vang  dibawa
sebagaimona dimaksud pada hurul ¢,

i Nemotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan
Dacraly, '
i. Nicmanggil orang untuk didengar keterangannya dan  diperiksa

schagai tersangka atau saksi.

1. Menghentikan Penyvidikan. .

k. Nlctakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancaran penyvidikan
tindak Pidana di bidang Perpajaken menurut Fukum vang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik  schagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) memberitabukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada,
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 tahun 1981 teatang TTukum Acara Pidana.

-

BABXVII
KETENTUAN PENUTULE
Pasal 32

Jepgan berlakunya Peraturan Dacrah ini, naka Peraturan dan ketentuan lain
vang meneatur hal vang sama dinyvatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33
Pelaksanaan Peraturan ini ditetaphan oleh Kepala Dacraly,
Pasal 34

Peratoran Dacealr int mulat berlako seiak tangeal divndang k.
Agar scliap orang dapat mengetabuinyag memerintahkan pengundangan
Poraturan Dacrah ini dengan pencmpatannya dalam Tembaran Dacrah Kota
Dadangsidimpuan, ‘

Iritetapkan di Padangsidimpuan

prada fanggai 1d NARET 2002
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h.

Moeminta bantuan  tenaga ahli dalam rangka pelaksaraan tugas
penvidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daeral.

Menyuruh berhenti atau mzlarang sescorang meninggalkan ruangan
atau  tempat  pada  saat pemeriksaan  sedang  berlangsung  dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen vang dibawa
sebagaimaia dimaksud pada huruf ¢.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan
Daerah.

Memanggil orang untuk didengar Keterangannya dan  diperiksa
sebagai lersangka atau saksi.

Menghentikan Penyvidikan.

Melakukan tindikan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan
tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat
dipertanegungjawabkan.

(3) Penyvidik  scbagaimana dimaksud pada avat (1) memberitabukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikarnya kepada
Penunfut Uimum sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam Undang-
undang Nomor § tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABXVII
NETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain
vang mengatur hal vang sama dinyvaiakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sehiap orang dapat mengetahuinva memerintahkan . pengundangan
Peratiran Dacrah ini dengan pencmipatannya dalam T.embaran Daerah Kota
Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
: pada tanggal 12 Maret 2003
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